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ABSTRAK
Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat
internasional. Hukum Internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai,
pemanfaatan tenaga nuklir harus memeperhatikan semboyan atau azas keselamatan pemanfaatan nuklir.
Dalam rumusan masalah ini penggunaan senjata nuklir dalam kerangka hukum internasional dan
penerapan sanksi dalam penyalahgunaan penggunaan senjata nuklir metode penelitian yang digunakan
metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik
hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum
sekunder dan data hukum tersier. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan
perundang– undangan (the statute approach) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan
analytical and conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan keberadaan legislasi internasional
yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy
Agency/IAEA) yang telah mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai
bidang aplikasi dewasa ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.bagaimana pengaturan
hukum internasional membahas mengenai yang seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional
(International Atomic Energy Agency/IAEA) melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi
mengenai tenaga nuklir tersebut serta penggunaannya untuk kepentingan damai. penerapan sanksi dapat
atau penyalagunaan dapat melalui perundingan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK)
Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang
diinginkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan
ketentuan yang berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy
Agency/IAEA).
Kata kunci: Pengaturan; Senjata Nuklir; Hukum Internasional
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International law plays a very important role in the life of the international community. International law
does not prohibit the use of nuclear energy for peaceful purposes, the use of nuclear energy must pay
attention to the motto or principle of the safety of nuclear use. In the formulation of this problem the use of
nuclear weapons within the framework of international law and the application of sanctions in the abuse
of use of nuclear weapons the research method used is normative research. Normative legal research is
library law research. This normative research only covers legal principles and legal systematics. The
research material is in the form of secondary data consisting of primary legal data, secondary legal data
and tertiary legal data. The type of approach used by the author is the statutory approach and analysis of
legal concepts or often called the analytical and conceptual approach. The research results show the
existence of international legislation sponsored and developed by the International Atomic Energy Agency
(IAEA) which has encouraged the acceleration and promotion of the use of nuclear energy in various
fields of application today for the peace and welfare of humanity. regarding the fact that the International
Atomic Energy Agency (IAEA) through its member countries should carry out socialization regarding
nuclear energy and its use for peaceful purposes. the application of sanctions can or the abuse of can
through negotiations conducted by the United Nations (UN) Security Council (DK) with the country
concerned does not get the results desired by the United Nations (UN) Security Council (DK) and in
accordance with the provisions applicable to member of the International Atomic Energy Agency
(International Atomic Energy Agency/IAEA).
Keywords: Regulation, Nucler Weapns, International Law

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat
internasional. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip
hubungan dan kerjasama di berbagai bidang kegiatan internasional untuk mencapai tujuan
bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara- negara dituntut untuk
tunduki terhadapi setiapi peraturan-peraturani hukumi internasionali gunai mencegahi
terjadinyai sengketai yangi mungkini terjadii dani menyelesaikani sengketai yangi terjadi.i
Melaluii hukumi internasionali yangi dirumuskani dalami berbagaii bentuki perjanjiani
internasional,i negara-negarai menggabungkani upayai merekai untuki menanganii isui
keamanan,i perlucutani senjata,i haki asasii manusiai (HAM),i lingkungani hidupi sampaii padai
terorisme.i Tanpai adanyai ketentuan-ketentuani hukumi internasional,i duniai tidaki mungkini
mencapaii kemajuani dani kehidupani yangi harmonis,i tanpai adanyai kehidupani yangi
harmonisi antari negarai tidaki mungkini pulai tercapaii perdamaiani dani keamanani yangi i
dibutuhkani bagii kesejahteraani umati manusia.i 5

Perkembangani ilmui dani teknologii saati inii berkembangi dengani sangati pesat,i
termasuki perkembangani tenagai nukliri dalami hali penggunaannya.i Perkembangani
teknologii nukliri jugai tidaki terlepasi darii kondisii dani situasii politiki duniai yangi padai
saati terjadinyai perangi duniai menyebabkani perkembangani teknologii nukiri mengarahi
kepadai pembuatani senjatai untuki perangi berupai bomi nuklir.i Bermulai darii kenyataani
inilahi istilahi nukliri seringkalii dikaitkani dengani senjata.6i Penggunaani tenagai nukliri

6 “Pengantar Teknologi Nuklir / Mukhlis Akhadi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

5 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Alumni,
2001), 716..
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sebagaii senjatai untuki perangi telahi membawai dampaki yangi buruki bagii umati manusia,i
bagii perdamaiani dani keamanani dunia,i yangi bertentangani dengani tujuani i i dani i i
prinsip-prinsipi dasari yangi termuati dalami Piagami Perserikatani Bangsa-Bangsa.i Pasali 1i
butiri 1i Piagami Perserikatani Bangsa-Bangsai mengaturi bahwai salahi satui tujuani
Perserikatani Bangsa-i Bangsai adalahi memeliharai perdamaiani dani keamanani internasionali
dani untuki tujuani itu,i mengadakani tindakan-tindakani bersamai yangi efektifi untuki
mencegahi dani melenyapkani ancaman-ancamani terhadapi pelang-garan-pelanggarani
terhadapi perdamaiani tersebut.

Ketentuani dalami Piagami Perserikatani Bangsa-Bangsai inii bukani berartii penelitiani dani
penggunaani tenagai nukliri dilarang,i Perserikatani Bangsa-Bangsai tetapi memberii ruangi
terhadapi kemajuani dii bidangi pendidikani termasuki dii bidangi teknologii sepertii yangi
dimuati dii dalami Pasali 13i butiri 1i bagiani bi Piagami Perserikatani Bangsa-i Bangsa,i
dengani alasani tidaki bertentangani dengani tujuan-tujuani dani prinsip-prinsipi dasari yangi
termuati i dii dalami Perserikatani Bangsa-Bangsa.7

Hukumi Internasionali tidaki melarangi pemanfaatani tenagai nukliri untuki tujuani damai,i
namuni selaini pemanfaatannyai harusi untuki tujuani damai,i pemanfaatani tenagai nukliri
harusi memeperhatikani semboyani ataui azasi keselamatani pemanfaatani nuklir,i yaitui
pemanfaatani tenagai nukliri harusi mendapati pengawasani yangi cermati agari selalui
mengikutii segalai ketentuani dii bidangi keselamatani tenagai nukliri sehinggai pemanfaatani
tenagai nukliri tersebuti tidaki menimbulkani bahayai radiasii terhadapi pekerja,i masyarakat,i
dani lingkungani hidup.8

Nukliri telahi diketahuii mempunyaii dampaki kehancurani yangi tidaki hanyai terjadii saati
nukliri itui meledak,i tetapii jugai berdampaki hinggai puluhani tahuni kemudiani dalami
bentuki radiasi.i Sayangnya,i pemahamani tersebuti ternyatai tidaki menghalangii niati suatui
negarai untuki memilikii senjatai nukliri yangi hampiri seluruhnyai menjustifikasinyai sebagaii
sistemi pertahanani diri.

Penggunaani nukliri jugai menuntuti sebuahi tanggungjawabi yangi besar,i yaknii
keselamatani dani keamanani yangi tinggi,i rawani terhadapi penyimpangani untuki senjata,i
dani rawani digunakani untuki kejahatani teroris.i Olehi karenanya,i demii mencegahi
terjadinyai penyalahgunaani tenagai nuklir,i masyarakati internasionali mendirikani suatui
badani internasioanali dii bawahi naungani Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB),i yaitui Badani
Tenagai Atomi Internasionali (Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA).i IAEAi adalahi
sebuahi organisasii independenti yangi didirikani padai tanggali 29i Julii 1957i bermarkasi dii
Winai Austriai dengani tujuani mempromosikani penggunaani energii nukliri secarai damaii
sertai menangkali penggunaannyai untuki keperluani militer.9

IAEAi sebagaii badani internasionali pengawasi penggunaani tenagai nukliri membuati
perangkat-perangkati hukumi internasionali berupai konvensii internasionali yangi beradai dii
bawahi pengawasani PBBi sertai konvensi/i traktati darii IAEAi tersebut.i Instrumeni hukumi

9 Ibid,
8 Ibid, Widya Krulinasari

7 Widya Krulinasari, “Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai,” Fiat
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2013).

Riau,” 10, accessed August 24, 2023, http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7183.

53



Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)

Volume 5 Nomor II September 2023

Artikel

internasionali berupai konvensii mengenaii ketenaganuklirani ditaatii olehi Negarai
angggotanyai dani apabilai ditemuii adai negara-negarai anggotanyai yangi melakukani
pelanggarani terhadapi isii konvensii makai akani dikenaii sanksii berupai Resolusii Dewani
Keamanani PBBi yangi ditetapkani dani dilaksanakani olehi Dewani Keamanani PBBi sebagaii
badani pengawasi dalami memeliharai perdamaiani dani stabilitasi keamanani global.10

Selaini pengawasani yangi dilakukani olehi Badani Tenagai Atomi Internasionali
(Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA),i makai disetiapi negarai yangi ikuti sertai dalami
berbagaii macami perjanjiani internasionali yangi diadakani olehi Badani Tenagai Atomi
Internasionali (Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA),i jugai mempunyaii badani
pengawasani merekai masing-masingi disetiapi negarai gunai mengawasii penggunaani tenagai
nukliri tersebuti dii masing-masingi negara.

B. Rumusani Masalah
Berdasarkani latari belakangi tersebut,i makai rumusani masalahi sebagaii berikut:
1. Bagaimanakahi Penggunaani Senjatai Nukliri Dalami Kerangkai Hukumi Internasionali ?
2. Bagaimanakahi Penerapani Sanksii Dalami Penyalahgunaani Penggunaani Senjatai Nuklir?

C. Metodei Penelitian
Metodei penelitiani yangi digunakani adalahi penelitiani normatif.i Penelitiani hukumi

normatifi adalahi penelitiani hukumi kepustakaan.i Penelitiani normatifi inii hanyai mencakupi
azas-azasi hukumi sertai sistematiki hukum.i Bahani penelitiani berupai datai sekunderi yangi
terdirii darii datai hukumi primer,i datai hukumi sekunderi dani datai hukumi tersier.

Jenisi pendekatani yangi dipergunakani olehi penulisi adalahi pendekatani perundang–i
undangani (thei statutei approach)i dani analisai konsepi hukumi ataui seringi disebuti dengani
analyticali andi conceptuali approach.i Suatui Penelitiani hukumi normatifi itui sumberi
datanyai adalahi datai skunderi yaitui datai yangi diperolehi penelitii darii penelitiani
kepustakaani dani dokumen,i yangi merupakani hasili penelitiani dani pengolahani orangi lain,i
yangi sudahi tersediai dalami bentuki buku-bukui ataui dokumeni yangi biasanyai disediakani
dii perpustakaan,i ataui miliki pribadi.11

D. Tinjauani Pustaka
1. Tinjauani Umumi Hukumi Internasional
Hukumi Internasionali merupakani bagiani darii suatui sistemi hukumi secarai

keseluruhan.i Secarai umum,i sistemi adalahi suatui kesatuani yangi bersifati kompleks,i
yangi terdirii darii bagian-bagiani yangi berhubungani satui samai lain.i Masing-masingi
bagiani tersebuti bekerjai bersamai secarai aktifi utuki mencapaii tujuani pokoki darii
kesatuani tersebut.i Sehinggai apabilai dikatakani hukumi sebagaii suatui sistem,i inii berartii
bahwai atasi peraturan-peraturani hukumi yangi tampaknyai berdirii sendirii tanpai ikatani

11 Hilman Hadikusuma, “Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum,”Mandar Maju, Bandung,
1995, 65..

10 Chrisyela Sinaga, Jelly Leviza, and Sutiarnoto Sutiarnoto, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ujicoba
Nuklir Korea Utara Dan Kaitannya Dengan Perdamaian Dan Stabilitas Keamanan Global,” Sumatra Journal of
International Law 1, no. 3 (2013): 14985.

54



Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)

Volume 5 Nomor II September 2023

Artikel

itu,i sesungguhnyai diikati olehi beberapai pengertiani yangi lebihi umumi sifatnya,i yangi
mengutarakani suatui tuntutani ataui penilaiani etisi tertentu.
Hukumi internasionali digunakani untuki pengikati kepentingan-kepentingani yangi

dimanai ruangi lingkupi kepentingani tersebuti sudahi bukani lagii sebatasi kepentingani
negarai itui sendiri,i namuni adai pulai kepentingani negarai laini ataui puni subyeki hukumi
internasionali lainnyai yangi bukani hukum,i salahi satui contohnyai yaitui organisasii
internasional.i Hukumi internasionali tidaki memilikii cirii khasi khususi satui negarai saja,i
namuni hukumi internasionali itui memuati kaidah-kaidahi dani asas-asasi yangi dianggapi
dapati diterimai olehi seluruhi masyarakati internasionali yangi berbeda-bedai ataui
masyarakati internasionali yangi multi-cultur.
Kaidah-kaidahi dani asas-asasi hukumi yangi diaturi dalami hukumi internasionali

mencakupi persoalan-persoalani yangi melintasii negara-negara.i Artinya,i hukumi
internasionali inii bukanlahi hukumi internasionali yangi bersifati privati namuni hukumi
internasionali yangi bersifati publik.i Ivani A.i Sheareri melalui definisinyai tentangi hukumi
internasionali menjelaskani sebagaii berikut:
“Hukumi internasionali adalahi hukumi yangi disusuni karenai prinsipprinsipnyai yangi

lebihi besari dani aturani tentangi prilaku,i dimanai negarai terikati untuki mematuhii dani
karenai itu,i secarai umumi mematuhii hubungani negarai dengani yangi lain,i dani jugai
pula:

a. Hukumi yangi berhubungani dengani fungsii darii institusii ataui organisasii
internasional,i hubungani merekai satui samai lain,i dani hubungani merekai dengani
negarai dani individual,i dan

b. Hukumi yangi berhubungani dengani individu-individui dani subyeki bukani negarai
selamai haki ataui kewajibani merekai merupakani perhatiani darii duniai
internasional.12

2. Subyeki Hukumi Internasional
Subyeki hukumi adalahi semuai hali yangi dapati melaksanakani haki dani kewajibani

yangi telahi diberikani olehi hukum13.i Manusiai (naturlijki persoon)i adalahi mahluki hidupi
yangi dapati melaksanakani haki dani kewajibani secarai utuh.i Selaini manusia,i adai
subyeki hukumi yangi tergolongi kepadai subyeki hukumi bukani manusia,i yaitui badani
hukumi (rechti person).i Badani hukumi bertindaki melaksanakani haki dani kewajibani
sepertii sekumpulani manusia.

Subyeki hukumnyai lebihi beragami bilai dibandingkani dengani hukumi nasional.i
Hukumi internasionali mengakuii subyek-subyeki hukumi internasionali yaitu;
a. Negara
b. Tahtai Suci
c. Palangi Merahi Internasional
d. Organisasii internasiomal
e. Individu

13 Ibid

12 “Buku-Hukum-International-Suatu-Pengantar-Edisi-Kedua.Pdf,” 3, accessed August 24, 2023,
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Buku-Hukum-International-Suatu-Pengantar-Edisi-Kedua.pdf.

55



Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)

Volume 5 Nomor II September 2023

Artikel

f. Pemberontaki dani Pihaki yangi Bersengketa
3. Jenis-Jenisi Sumberi Hukumi Internasional

Sumberi hukumi adalahi tempati dimanai seseorangi dapati menemukani hukum.i
Sumberi hukumi dapati diartikani seperti14:

a. Sumberi hukumi diartikani sebagaii asasi hukum,i sebagaii suatui permulaani darii
hukum.

b. Sebagaii petunjuki darii hukumi terdahului yangi menjadii fondasii darii hukumi
yangi berlakui sekarang.

c. Sebagaii sumberi darii berlakunyai hukum,i yangi memberikani kekuatani berlakui
secarai formali kepadai peraturani hukum.

d. Sebagaii sumberi tempati seseorangi dapati mengenali hukum.i
Hukumi internasionali memilikii sumberi hukumi yangi digunakani sebagaii landasani

untuki melakukani tindakani ataui puni bilai nantinyai adai perkarai yangi harusi
diselesaikan.i Sumberi hukumi internasionali berasali darii kesepakatani negara-negarai baiki
yangi berupai tertulisi maupuni kebiasaani negara-negarai terdahului yangi diakuii secarai
internasional.i Hukumi internasionali yangi bersumberi darii hukumi yangi tertulisi
mengenali duai tempati yngi dijadikani sumberi yangi menunjuki ataui mencantumkani
secarai tertulisi sumberi hukumi internasionali secarai formal,i yaitui pasali 7i Konvensii
Deni Haagi XIIi tertanggali 18i Oktoberi 1907i yangi isinyai adalahi mendirikani
Mahkamahi Internasionali Perampasani Kapali dii Lauti (Internationali Prizei Court)i dani
pasali 38i Piagami Mahkamahi Internasionali Permaneni tertanggali 16i Desemberi 1920i
yangi padai saati inii tercantumi dii dalami pasali 38i Piagami Mahkamahi Internasionali
yangi tercantumi dalami piagami Perserikatani Bangsa-Bangsai tertanggali 26i Junii 1945.15

Sumberi hukumi internasionali yangi disebutkani padai pasali 38i ayati (1)i piagami
Mahkamahi Internasionali merupakani sumberi hukumi yangi pentingi dalami menaatii
hukumi internasional.i Namun,i tidaki adai disebutkani dalami piagami Mahkamahi
Internasionali bahwai urutani peneybutani sumberi hukumi padai pasali 38i menjadikani
sumberi hukumi yangi disebutkani pertamai merupakani sumberi hukumi yangi utama.i
Masing-masingi darii sumberi hukumi memilikii suduti pandangi tersendirii untuki dijadikani
yangi utamai darii sumberi hukumi internasionali yangi lain.i Darii suduti pandangi sejarah,i
hukumi kebiasaani internasionali merupakani sumberi hukumi yangi utamai karenai hukumi
kebiasaani internasionali merupakani sumberi hukumi internasionali yangi tertua,i yangi
sudahi ditaatii olehi negara-negarai sejaki dahulu.i Darii suduti pandangi kenyataan,i
perjanjiani internasionali merupakani sumberi hukumi yangi palingi utama,i karenai
persoalani internasionali semakini berkembangi yangi dewasai inii diaturi dii dalami
perjanjiani internasional.i Darii suduti pandangi perkembangani hukum,i prinsipi hukumi
umumi merupakani sumberi hukumi yangi utama,i karenai prinsipi hukumi umumi
memberikani kemudahani bagii Mahakamahi Internasionali untuki membentuki asasi dani

15 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Penerbit Alumni, 2021), 114.

14 “Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 618,
accessed August 24, 2023, https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.Aspx?Id=24761.
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prinsipi hukumi barui dani mengembangkani hukumi internasional.16
Perjanjiani internasionali sebagaii sumberi hukumi tertulisi hukumi internasionali

merepresentasikani kehendak,i dayai tawar,i dani kesepakatankesepakatani subyek-subyeki
hukumi dalami mencapaii tujuan-tujuani yangi hendaki dicapai.i Dewasai ini,i perjanjiani
internasionali sangatlahi pentingi karenai perjanjiani internasionali menjamini kepastiani
hukum.i Dengani adanyai kepastiani hukum,i parai pihaki dalami perjanjiani internasionali
harusi mematuhii semuai isii darii perjanjiani internasional.i Kekuatani mengikati perjanjiani
internasionali dilandasii olehi asasi pactai suni servanda,i dimanai perjanjiani mengikati parai
pihaki dani harusi dilaksanakani dengani itikadi baik.17

Kebiasaani internasionali sebagaii sumberi hukumi tertua,i merupakani kebiasaani umumi
yangi diadopsii menjadii sumberi hukum18.i Kebiasaani internasionali sebagaii sumberi
hukumi internasionali harusi memenuhii syaratsyarati sebagaii berikuti :

a. Kebiasaani tersebuti merupakani kebiasaani yangi bersifati umum.
b. Kebiasaani tersebuti harusi diterimai sebagaii hukum.

Kebiasaani internasionali yangi sudahi menjadii aturan-aturani hukumi dani diterimai
olehi masyarakati internasionali ataui praktik-praktiki yangi diterimai olehi hampiri semuai
negarai sebagaii hukumi yangi terdirii elemeni konstitutifi wajibi untuki dihormatii dani
dilaksanakani olehi subyek-subyeki hukumi internasional.

Prinsip-prinsipi hukumi umumi yangi dimaksudi dalami pasali 38i ayati 1i Statutai
Mahkamahi Internasionali adalahi prinsip-prinsipi hukumi umumi secarai keseluruhan,i
bukani hanyai prinsipi hukumi yangi adai padai hukumi internasional.i Jadi,i dii dalami
prinsip-prinsipi hukumi umumi jugai adai prinsip-prinsipi hukumi yangi adai dii hukumi
perjanjian,i hukumi perdata,i hukumi acara,i hukumi pidana,i dani hukumi internasionali itui
sendiri.i Dalami praktiknya,i prinsip-prinsipi hukumi umumi mengikati subyeki hukumi
internasionali karenai prinsip-prinsipi hukumi umumi yangi mendasarii sistemi hukumi
positifi yangi sudahi melembaga.19

Prinsip-prinsipi hukumi umumi digunakani pulai olehi mahkamahi internasionali untuki
menemukani hukumi untuki perkara-perkarai yangi belumi diaturi dii dalami jhukumi
positif.i Mahkamahi internasionali tidaki dapati menyatakani noni liquesti dalami mengadilii
perkarani internasional.20
4. Tinjauani Umumi Senjatai Nuklir

Secarai i umumi i nukliri i adalahi i tenagai i dalami i bentuki i apapuni i yangi
dibebaskani dalami prosesi transformasii inti,i termasuki tenagai yangi berasali darii sumberi
i radiasii i pengion.21i Energii i nukliri i dapati i dihasilkani i melaluii i duai i macami
mekanisme,i i i yaitui i i pembelahani i i intii i i ataui i i reaksii i i fisii i i dani i i

21 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
20 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op.cit., hlm. 150
19 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op.cit., hlm. 144.

18 Statute of International Court of Justice, psl. 38 ayat 1 sub b: International custom, as evidence of a general
practice accpedted as law

17 Kholis Roisah, “Hukum Perjanjian Internasional: Teori Dan Praktek” (Setara Press, 2015), 14..
16 Ibid
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penggabungani beberapai i intii i melaluii i reaksii i fusi.i Menuruti i Kamusi i Bahasai i
Indonesiai i nukliri diartikani i sebagaii i hali i yangi i berhubungani i dengani i ataui i
menggunakani i intii i ataui energii atom.

Penelitiani i i ilmiahi i i tentangi i i nukliri i i dimulaii i i pertamai i i kalii i i ketikai
neutroni i ditemukani padai tahuni i 1932.i Padai i tahuni 1933i i barui i diketahuii i bahwai
neutroni i dapati i memicui i reaksii i ledakani i berantai.i i Penemuani i ilmiahi i yangi i
lebihi mencengangkani i lagii i terjadii i padai i Januarii i 1939,i i ketikai i Ottoi i Hahni i
dani i Fritzi Strassmanni i berhasili i melakukani i fisii i nukliri yangi i merupakani i
pemisahani i darii atomi i uranium.i i Merekai i menunjukkani i bahwai i dengani i carai i
membombardiri neutron,i i makai i atomi i dapati i terbelahi i dani i reaksii i berantaii i yangi
i berkelanjutani darii i fisii i atomi i mungkini i bisai i dicapai.i i Tetapii i teorii i fisikai i dani
i eksperimeni tertutupi tidaki bisai disamakani dengani pembuatani bom.

Senjatai i nukliri i merupakani i alati i peledaki i yangi i kekuatannyai i dapati merusaki i
yangi i berasali i darii i reaksii i nukliri i baiki i yangi i berupai i reaksii i fusii i dani fisi.22i
Menuruti i Kamusi i Bahasai i Indonesia,i i senjatai i nukliri i diartikani i sebagaii senjatai
apii yangi menggunakani tenagai nuklir.

Dalami pengertiani umum,i nukliri adalahi berhubungani dengani ataui menggunakani
intii ataui energii (tenaga)i atom.23i Segalai sesuatui yangi berkaitani dengani nukliri adalahi
berhubungani dengani atom.i Nukliri merupakani intii atomi yangi tersusuni darii protoni
dani neutron,i namuni protoni dani neutroni inii jugai tersusuni darii beberapai partikeli yangi
jauhi lebihi kecili bernamai kuark.

II. PEMBAHASAN
A. Penggunaani Senjatai Nukliri Dalami Kerangkai Hukumi Internasional

Tenagai nukliri yangi berasali darii radiasii pengioni adalahi katai laini darii radiasii nuklir.i
Radiasii nukliri berasali darii bahani radioaktifi yangi secarai alamii aktifi memancarkani
“sinar”.i Sinari tersebuti terdirii atasi tigai bagiani yaitui sinari alpha,i betai dani gamma.i
Temuani sinari gammai yangi dikenali dengani sinari Xi memberikani manfaati yangi sangati
besari bagii duniai kedokteran.i Sinari betai dani sejenisnyai yangi kemudiani kitai kenali
sebagaii sinari laseri sangati bermanfaati antarai laini bagii duniai konstruksi.i Sinari alphai
merupakani sinari radioaktif,i dani partikeli alphai kitai kenali sebagaii atomi heliumi dani atomi
hidrogen.24i Dalami hali perkembangani menyangkuti persoalani pemanfaatani dani
pengembangani tenagai nuklir,i melaluii Badani tenagai Atomi Internasionali (Internationali
Atomici Energyi Agency/IAEA)i lahirlahi beberapai peraturani internasionali yangi berbentuki
perjanjiani internasional,i yangi berlakui bagii negara-negarai yangi meratifikasinya.

Olehi karenai itu,i untuki mencegahi timbulnyai hal-hali yangi tidaki diinginkani akibati
penyalahgunaani tenagai nukliri untuki keperluani militer,i masyarakati duniai melaluii Badani
Tenagai Atomi Internasional/i IAEAi menetapkani berbagaii peraturani internasionali baiki
berupai konvensii ataupuni perjanjiani internasionali yangi harusi dipatuhii olehi Negara-negarai

24 Krulinasari, “Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai,” 1..
23 “Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 618.
22 Colin Gray,War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History (Routledge, 2013), 208.
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terutamai yangi sedangi mengembangkani teknologii nuklirnya.i Hali inii dilakukani demii
menghindarii kemungkinan-kemungkinani terganggunyai perdamaiani dani stabilitasi
keamanani globali yangi mungkini sajai dapati memicui perangi nukliri sebagaii akibati yangi i
timbuli atasi penyalahgunaani nuklir.

Beberapai ketentuani hukumi internasionali yangi berkaitani dengani penggunaani nukliri
untuki tujuani damaii dani tanggungjawabi negarai akibati radiasii nukliri diantaranyai adalah:

1. Statutai IAEA
Statutai Internationali Atomici Energyi Agencyi (IAEA)i telahi disetujuii padai tanggali

23i Oktoberi 1956i olehi Konperensii Statutai Badani Energii Atomi Internasional,i yangi
diselenggarakani dii Markasi Besari PBB,i Newi York.i Statutai IAEAi mulaii berlakui padai
tanggali 29i Julii 1957i dani merupakani cikali bakali pembentukani IAEAi yangi
merupakani sebuahi organisasii independeni yangi beradai dii bawahi naungani PBBi yangi
bermarkasi dii Wina,i Autriai dani beranggotakani 137i negara.

Sesuaii dengani Statutai IAEA,i adai duai tujuani utamai IAEA,i yaitui berupayai untuki
meningkatkani dani memperluasi sumbangani tenagai atomi untuki perdamaian,i kesehatani
dani kemakmurani dii seluruhi dunia.i Dani sedapati mungkini menjamini bahwai bantuani
yangi diberikannya,i berdasarkani permintaani ataui dii bawahi pengawasannya,i tidaki
dipergunakani untuki tujuani militeri apapun.i Informasii mengenaii hampiri semuai aspeki
ilmui pengetahuani dani teknologii nukliri dikumpulkani dani disebarkani olehi IAEAi
melaluii Internationali Nucleari Informationi Systemi dii Wina.
2. Conventioni oni Nucleari Safetyi (Konvensii Tentangi Keselamatani Nuklir)

Konvensii keselamatani nukliri mengandungi konsepsii luhuri akani artii pentingnyai
aspeki budayai keselamatani instalasii nukliri secarai global,i untuki mencapaii dani
mempertahankani kualitasi keselamatani nukliri yangi tinggii dii seluruhi dunia,i melaluii
peningkatani langkah-langkahi ataui kegiatani yangi dilakukani secarai nasional,i dani
kerjasamai internasional.i Konvensii keselamatani nukliri padai hakekatnyai akani memberii
jaminani perlindungani bagii pekerja,i masyarakati dani lingkungani hidup.i Tujuani
konvensii berdasarkani ketentuani Pasali 1i adalahi sebagaii berikut:

a) Untuki mencapaii dani mempertahankani tingkati keselamatani nukliri yangi tinggii
dii seluruhi duniai melaluii peningkatani langkah-langkahi ataui kegiatani yangi
dilakukani secarai nasionali dani kerjasamai internasional;i

b) memeliharai pertahanani yangi efektifi darii instalasii nukliri terhadapi bahayai
radiologis,i dani untuki melindungii individu,i masyarakati dani lingkungani darii
bahayai radiasii nuklir;

Untuki mencegahi terjadinyai kecelakaani nukliri yangi menyebabkani bahayai radiologisi
dani untuki mengurangii bahayai radiologisi tersebut.i Konvensii inii jugai mengharuskani
setiapi pihaki untuki mengambili langkahi yangi tepati untuki memastikani tersedianyai
sumberi dayai keuangani yangi memadaii untuki mendukungi keselamatani setiapi instalasii
nuklir,i dani harusi mengambili langkahi yangi tepati untuki memastikani tersedianyai stafi
yangi berkualitasi dengani pendidikani yangi tepat,i pelatihani yangi tepati dani berulangi
untuki semuai kegiatani yangi terkaiti dengani keselamatani setiapi instalasii nuklir.i Setiapi
pihaki harusi mengambili langkahi yangi tepati untuki memastikani bahwai dalami waktui
pengoperasiani instalasii nukliri makai paparani radiasii kepadai pekerjai dani masyarakati
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darii instalasii nukliri harusi dijagai serendahi mungkini dani setiapi pihaki harusi
memastikani bahwai tidaki adai individui yangi terkenai radiasii nukliri yangi melebihii
dosisi normal.i Hali inii sesuaii dengani ketentuani Pasali 15i Conventioni oni Nucleari
Safetyi ini.
3. Thei Conventioni oni thei Physicali Protectioni ofi Nucleari Materiali (Konvensii

Tentangi Perlindungani Fisiki Bahani Nuklir)
Konvensii inii diadopsii tanggali 26i Oktoberi 1979i dii Wina,i Austria,i dani mulaii

berlakui efektifi padai 8i Februarii 1987.i Indonesiai menandatanganii Konvensii inii padai
tanggali 3i Julii 1986i dani meratifikasinyai padai 5i Novemberi 1986.25i Pasali 2i konvensii
inii mengatakani bahwai konvensii inii berlakui untuki bahani nukliri yangi digunakani
untuki tujuani damaii ketikai masihi dalami tahapi pengangkutani ataui perjalanani ataui
masihi dalami prosesi penyimpanani dii dalami negeri,i selanjutnyai Pasali 3i mengatakani
setiapi negarai harusi mengambili langkahi yangi tepati dalami kerangkai hukumi nasionali
dani sesuaii dengani hukumi internasionali untuki menjamini bahwai selamai bahani nukliri
diangkuti melaluii wilayahnya,i ataui padai kapali ataui pesawati udarai dii bawahi
yurisdiksinyai harusi dilindungii padai tingkati yangi diuraikani dalami Lampirani I.

Konvensii Tentangi Perlindungani Fisiki Bahani Nukliri inii mempunyaii tujuani dani
peranani yangi sangati mendukungi pemanfaatani tenagai nukliri untuki tujuani damai,i
karenai konvensii inii bertujuani untuki mencapaii tingkati keselamatani nukliri yangi tinggii
dii seluruhi duniai sehinggai pemanfaatani tenagai nukliri untuki tujuani damaii dapati
tercapaii dengani maksimal.i Keselamatani nukliri tersebuti akani diperkuati olehi
pengembangani dani penerapani langkah-langkahi yangi memadaii terhadapi perlindungani
fisiki bahani nukliri darii pencuriani ataui penyimpangani bahani nukliri dani terhadapi
sabotasei fasilitasi nuklir.i Normai hukumi pengaturani energii nukliri merupakani bagiani
darii sistemi hukumi nasionali yangi beradai dalami hirarkii hukumi biasa,i yangi terdirii
darii beberapai tingkatani yaitu:

1) Tingkati Konstitusi,i menetapkani strukturi kelembagaani dani hukumi dasari yangi
mengaturi semuai hubungani dii dalami negara.

2) Tingkati Legislasii (Statuta),i yaitui undangundangi yangi ditetapkani olehi parlemeni
dalami rangkai membentuki badan-badani yangi diperlukani dani untuki mengambili
langkah-langkahi yangi berkaitani dengani dengani berbagaii kegiatani yangi
mempengaruhii kepentingani nasional.

3) Tingkati Regulasi,i terdirii darii peraturani yangi rincii dani seringkalii merupakani
aturani yangi sangati teknisi untuki mengontroli ataui mengaturi kegiatani yangi
ditentukani olehi instrumeni hukum.

4) Tingkati Instrumentasi,i terdirii darii panduani tidaki mengikat,i yangi berisii
rekomendasii yangi dirancangi untuki membantui orangi dani orangi dani organisasii
dalami memenuhii persyaratani hukum.

25 “Perjanjian Internasional Ketenaganukliran Pada Penggunaan Nuklir Tujuan Damai – Saintifika
Indonesia: Fisika,” accessed August 24, 2023,
https://sainsindonesia.wordpress.com/2010/10/06/perjanjian-internasional-ketenaganukliran-pada-penggu
naan-nuklir-tujuan-damai/..
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Hukumi Internasionali nukliri adalahi bangunani norma-normai hukumi khususi yangi
dibuati untuki mengaturi tindakani orang-orangi yangi terlibati dalami kegiatani yangi
berkaitani dengani bahani dapati belahi dani radiasii pengion.i Hukumi nukliri bertujuani
untuki menyediakani kerangkai hukumi untuki melaksanakani kegiatani yangi berkaitani
dengani energii nukliri dani radiasii pengion,i dengani carai sebagaimanai mestinyai untuki
melindungii individu,i hartai bendai dani lingkungani hidup.i Karakteristiki Hukumi Nukliri
meliputii Prinsipi Keselamatan,i Prinsipi Keamanan,i Prinsipi Tanggungjawab,i Prinsipi
Perizinan,i Prinsipi Pengawasani Berkelanjutan,i Prinsipi Kompensasi,i Prinsipi
Pembangunani Berkelanjutan,i Prinsipi Kepatuhan,i Prinsipi Indepedensi,i Prinsipi
Transparansi,i dani Prinsipi Kerjasamai Internasional.26

a) Prinsipi Keselamatan
● Prinsipi Pencegahani :i Memberikani peringatani dani melakukani analisisi

untuki mencegahi dani meminimalkani dampaki yangi tidaki diinginkani darii
penggunaani bahan-bahani radioaktif.

● Prinsipi Perlindungani :i Prioritasi harusi diberikani untuki melindungii
kesehatan,i keselamatan,i keamanani masyarakati dani lingkungan.

● Prinsipi Pemberiani Peringatani :i Langkah-langkahi pencegahani harusi
dilakukani untuki i mencegahi bahayai yangi mungkini timbul.

b) Prinsipi Keamanan
● Bahan-bahani dani teknologii nukliri memilikii resikoi keamanan,i jugai

keselamatani dani kesehatan.
● Sumber-sumberi yangi hilang,i terbuang,i ataui tertinggali dapati menyebabkani

cedera.i -i Bahani yangi dicurii ataui diselewengkani dapati digunakani untuki
tindakani terorismei ataui perbuatani pidanai yangi melibatkani pirantii peledaki
bahani nukliri ataui penyebari radiologis.

● Langkah-langkahi hukumi diperlukani untuki melindungii terhadapi
penyimpangani baiki kebetulani maupuni disengajai darii penggunaani yangi
sah.

● Proteksii Fisik,i Akuntansii dani Kontroli Bahan,i Pengawasani (safeguards),i
Perlindungani selamai transportasi,i kesiapsiagaani kedaruratani semuanyai
mendukungi prinsipi keamanan.

c) Prinsipi Tanggungjawab
● Penggunaani energii nukliri biasanyai melibatkani banyaki pihaki (misalnya,i

organisasii R&D,i pemrosesi bahan,i manufaktur,i praktisii medis,i perusahaani
arsitek-rekayasa,i perusahaani konstruksi,i operatori instalasii nuklir,i lembagai
keuangan,i badani pengatur,i dani banyaki lagi).

● Salahi satui darii mereka,i operatori ataui pemiliki lisensii yangi berkewenangani
melakukani kegiatani tertentui yangi melibatkani tenagai nukliri ataui radiasii
pengioni adalahi yangi palingi bertanggungjawabi untuki menjamini

26 “Pengaturan Hukum Interasional Dalam Hal Penggunaan Nuklir,” studylibid.com, 124, accessed August 24,
2023, https://studylibid.com/doc/474676/pengaturan-hukum-interasional-dalam-hal-penggunaan-nuklir.
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keselamatani dani keamanan.
d) Prinsipi Perizinan

● Biasanya,i kegiatani yangi tidaki dilarangi secarai khususi dapati dilakukani
tanpai otoritasi resmi.

● Dalami teknologii nukliri mensyaratkani izini lebihi dahului harusi diperolehi
untuki kegiatani yangi melibatkani bahan-bahani dapati belahi dani radioisotop.

e) Prinsipi Pengawasani Berkelanjutan
● Badani pengaturi harusi dapati memantaui secarai berkelanjutani kegiatani

nukliri untuki memastikani bahwai kegiatani tersebuti dilaksanakani secarai
selamati dani aman,i konsisteni dengani persyaratani otorisasi.

● Aksesi bebasi inspekturi badani pengaturi kei semuai lokasii yangi
menggunakani bahani nukliri harusi tercermini dalami legislasii nasional.

f) Prinsipi Kompensasi
Hukumi energii nukliri mengharuskani negara-negarai untuki mengadopsii

langkah-langkahi pemberiani kompensasii yangi cukupi atasi kerugiani akibati kejadiani
ataui kecelakaani nuklir.
g) Prinsipi Pembangunani Berkelanjutan

● Hukumi Lingkungani telahi mengidentifikasii kewajibani kepadai setiapi
generasii untuki tidaki meninggalkani bebani tidaki semestinyai padai generasii
berikutnya.

● Pembangunani ekonomii dani sosiali hanyai dapati “berkelanjutan”i jikai
lingkungani dilindungi.

● Kegiatani nukliri selalui memperhatikani prinsipi pembangunani berkelanjutani
gunai kepentingani generasii masai depan.

h) Prinsipi Kepatuhan
● Energii nukliri memilikii potensii dampaki lintasi batasi antari negarai selaini

negarai yangi bersangkutan.
● Subyeki hukumi nukliri yangi terusi berkembangi adalahi munculi darii

berbagaii instrumeni internasionali yangi memaksakani kewajibani dalami
menggunakani teknologi.

● Negara-negarai yangi menjadii pihaki padai instrumeni sepertii itui harusi
mencerminkani kewajubannyai dalami legislasii nukliri (kecualii merekai
menjalankannyai sendirii dalami hukumi nasional).

i) Prinsipi Indepedensi
● Hukumi nukliri menempatkani penekanani tertentui padai pembentukani

kewenangani peraturani yangi memilikii kebijakani padai isu-isui keselamatani
tidaki tunduki padai intervensii badani lainnyai yangi terlibati dalami
pengembangani ataui promosii energii nuklir.

● Kepentingani lainnyai harusi tunduki kepadai regulatori independen,i
pertimbangani ahlii dalami kasusi dimanai terkaiti masalahi keselamatan.

j) Prinsipi Transparansi
● Nukliri darii awali pembangunannyai dilaksanakani dalami programi militer,i
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sebagiani besari dirahasiakan.
● Pemahamani dani keyakinani publiki dalami penggunaani energii nukliri tujuani

damaii mensyaratkani pemberiani informasii kepadai pemangkui kepentingani
yangi relevani tentangi resikoi dani manfaati teknologi.

4. Piagami PBB
Dengani berakhirnyai Perangi Duniai IIi pascai serangani bomi atomi dii Hiroshimai dani

Nagasakii yangi memakani banyaki korbani nyawai dani rusaknyai lingkungani akibati
radiasii zati radioaktifi menimbulkani ketakutani masyarakati duniai akani bahayai senjatai
pemusnahi massali yangi dapati memicui timbulnyai perangi nukliri dii masai mendatangi
yangi dapati mengancami kelangsungani peradabani umati manusia.i Langkah-langkahi
efektifi yangi menjadii priortasi utamai untuki dilakukani adalahi memajukani perlucutani
senjatai berupai penghentiani sertai mengurangii pacuani senjatai nukliri dani mencegahi
berkembangnyai senjatai nukliri itui sendiri.

Piagami PBBi dapati dijadikani salahi satui instrumeni internasionali yangi berkaitani
dengani nukliri saati ini.i Piagami PBBi (Charteri ofi Thei Unitedi Nations)i ditandatanganii
padai tanggali 26i Junii 1945i dii Sani Franciscoi dani secarai resmii dinyatakani mulaii
berlakui padai tanggali 24i Oktoberi 1945.

Setelahi Perangi Duniai II,i pendapati umumi cenderungi lebihi menginginkani suatui
pengaturani mengenaii menjagai perdamaiani dani keamanani internasionali yangi menjadii
tanggungjawabi bersamai negara-negara.i Perserikatani Bangsa–Bangsai didirikani dengani
tujuani utamai untuki memeliharai perdamaiani dani keamanani internasional,i dani untuki
itui untuki mengambili tindakani bersamai yangi efektifi untuki pencegahani dani
penghapusani ancaman.27

Piagami PBBi inii merupakani traktati multilaterali yangi bersifati terbuka,i yaknii
penuangani kesadarani masyarakati internasionali dalami memeliharai perdamaiani dani
keamanani adalahi secarai kolektifi sertai memberikani kesempatani kepadai Negara-negarai
laini yangi awalnyai tidaki turuti melakukani perjanjiani untuki menjadii anggotai Piagami
PBBi tersebut.i Makai Piagami inii secarai hukumi menciptakani kewajibani yangi mengikati
bagii semuai negarai yangi menjadii anggotai PBB.i

Negara-negarai yangi telahi menjadii anggotai PBBi berkewajibani memenuhii
ketentuan-ketentuani yangi terdapati dalami Piagam28i .i Piagami PBBi merupakani
ungkapani tertinggii hukumi internasionali yangi merupakani dokumeni konstitusionali yangi
mendistribusikani kekuasaani dani fungsii dii antarai organi PBB.i

Dengani sepenuhnyai mematuhii Piagami dani seluruhi badani hukumi internasionali
makai ketentuani hukumi internasionali dapati diterapkani dalami pertikaianpertikaiani
bersenjatai yangi memuati sejumlahi prinsipi yangi relevani dengani perencanaani militeri
dani perumusani doktrin-doktrini strategisi untuki tidaki menggunakani kekuatani senjata,i
termasuki kategorii senjatai pemusnahi massali dalami situasii yangi bertentangani dengani
PBBi untuki mencapaii keamanani internasional.i

Hukumi humaniteri internasionali telahi menetapkani hal-hali yangi diperbolehkani dani

28

27 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab I, Pasal1(1)
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dilarangi untuki diterapkani padai metodei peperangani internasional.i Sejalani dengani hali
inii termasuki pulai antarai laini prinsip-prinsipi pembedaani antarai sasaran-sasarani militeri
dani sipil,i larangani kegiatani yangi menyebabkani kerusakani yangi tidaki perlu,i dani
larangani untuki melakukani serangan-serangani yangi melampauii kegunaani militeri yangi
nyatai dani langsung.

Senjatai nukliri memperkenalkani dimensii yangi barui dani berbedai secarai kualiatif.i
Suliti untuki dipahamii bahwai senjatai nukliri dapati digunakani dalami situasii yangi
sejalani dengani prinsip-prinsipi yangi diaturi dalami hukumi humaniter.i Usaha-usahai lebihi
lanjuti yangi harusi dilakukani adalahi agari hukumi internasionali jugai memuati pelarangani
menyeluruhi dani pemusnahani totali semuai senjatai nuklir,i dani jugai pelarangani yangi
jelasi dani menyeluruhi pengembangan,i percobaan,i pembuatan,i dani penimbunani sertai
penggunaani senjata-senjatai nuklir.
5. Resolusii Majelisi Umumi PBB

Majelisi Umumi PBBi ataui Sidangi Umumi PBBi adalahi salahi satui darii enami badani
utamai PBBi yangi merupakani badani permusyawaratani yangi terdirii darii semuai Negarai
Anggotai PBB.i Majelisi Umumi sebagaii badani utamai PBBi memilikii tugasi dani
kekuasaaani yaitui salahi satunyai berkaitani dengani pelaksanaani perdamaiani dani
keamanani internasional.i Dalami melaksanakani tugasi dani tanggungi jawabnya,i Majelisi
Umumi membentuki berbagaii badan,i sepertii komite,i komisi,i konperensii dani agency.i
Dalami pelaksanaani perdamaiani dani keamanani internasional,i Majelisi Umumi
mengusahakani setiapi Negara-negarai tidaki melakukani tindakan-tindakani dengani
menggunakani kekuatani bersenjatai yangi dapati mengancami perdamaiani dani keamanani
internasionali sertai tidaki mengakuii haki untuki mengancami dengani perangi ataui dengani
melanggari isii perjanjian-perjanjiani berkaitani dengani perdamaiani dani keamanani
internasional.i Sepertii halnyai dengani penggunaani teknologii nukliri tidaki untuki tujuani
damaii ataupuni melakukani ujicobai senjatai nukliri dapati menimbulkani keadaani
internasionali yangi tidaki aman.i Hali tersebuti akani menimbulkani kecurigaani padai
Negarai laini akani digunakannyai nukliri untuki tujuani perangi dani menimbulkani perang.i

Untuki hali tersebuti Majelisi Umumi dapati memberikani solusii berupai usuli tentangi
caracarai penyelesaiani ataui tentangi syarat-syarati penyelesaiani untuki mengurangii
potensii terjadinyai ancamani terhadapi perdamaiani dani keamanani internasional.i Resolusii
Majelisi Umumi Perserikatani Bangsa-Bangsai (Unitedi Nationsi Generali Assemblyi
Resolution)i adalahi sebuahi keputusani resmii darii Majelisi Umumi PBBi yangi diperolehi
darii semuai Negarai anggotai darii PBBi dii dalami tubuhi Majelisi Umumi PBBi dani
diadopsii kei dalami tubuhi PBBi yangi biasanyai dicapaii melaluii suatui mayoritasi
sederhanai yaitui 50%i darii semuai suarai ditambahi satui dani melaluii mayoritasi duai
pertigai untuki menyelesaikani masalahi yangi secarai signifikani berhubungani dengani
pemeliharaani perdamaiani dani keamanani internasional,i pengakuani atasi anggotai barui
untuki PBB,i penangguhani hak-haki dani haki keanggotaan,i pengusirani anggota,i
pengoperasiani sistemi perwalian,i ataui pertanyaani anggaran.i Pemungutani suarai dalami
Majelisi Umumi PBBi merupakani carai pentingi bagii sebuahi negarai untuki
mengekspresikani sikapi tentangi isu-isui yangi menjadii perhatian.i Sementarai resolusii
yangi diadopsii olehi Majelisi Umumi PBBi bersifati tidaki mengikat.

64



Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)

Volume 5 Nomor II September 2023

Artikel

Majelisi Umumi berhaki untuki membicarakani dani membuati rekomendasii mengenaii
semuai masalahi yangi beradai padai jangkauani Piagami PBB.i Walaupuni keputusani
Dewani tidaki memilikii kekuatani yangi mengikati secarai hukum,i namuni diai
mencerminkani boboti opinii duniai mengenaii masalah-masalahi internasionali yangi
pentingi dani merupakani kekuatani morili darii masyarakati dunia.
6. Resolusii Dewani Keamanani PBB

Dewani Keamanani PBBi (Thei Unitedi Nationsi Securityi Councili /UNSC)i adalahi
salahi satui darii enami organi utamai PBBi yangi memilikii 15i Negarai anggota.i Limai dii
antaranyai –i Republiki Rakyati Cina,i Perancis,i Rusia,i Inggrisi dani Amerikai Serikati –i
merupakani Negarai anggotai tetapi dani sepuluhi anggotai lainnyai dipilihi olehi Majelisi
Umumi untuki masai duai tahun.i Dii bawahi Piagam,i semuai Negarai Anggotai wajibi
mematuhii keputusani Dewan.i Tanggungjawabi utamai darii Dewani Keamanani PBBi
adalahi memeliharai perdamaiani dani keamanani internasional.29i

Dalami pelaksanaani tugasi utamanyai dalami memeliharai perdamaiani dani keamanani
internasional,i Dewani Keamanani mengawasii setiapi tindakan-tindakani Negarai yangi
berhubungani dengani hali yangi mengancami stabilitasi keamanani global.i Termasuki dii
dalamnyai mengenaii pengawasani pemanfaatani teknologii nukliri yangi ditujukani untuki
pengembangani senjatai nukliri dimanai kegiatani tersebuti dapati menimbulkani situasii
internasionali yangi tidaki aman.i Dalami hali ini,i Dewani Keamanani mempunyaii haki
untuki dapati memberikani solusii yangi perlui disepakatii lebihi lanjuti tentangi cara-carai
penyelesaiani untuki menanggulangii kondisii tersebuti sertai mengaturi mengenaii
sanksi-sanksii yangi diterimai olehi Negarai yangi telahi mengancami perdamaiani dani
keamanani internasional.

Resolusii PBBi adalahi ekspresii formali pendapati ataui kehendaki organi PBB.i Merekai
umumnyai terdirii darii duai bagiani yangi jelasi yaitui pembukaani dani bagiani operasi.i
Pembukaani umumnyai menyajikani pertimbangani atasi dasari manai tindakani yangi
diambil,i pendapati diungkapkani ataui arahani yangi diberikan.i Bagiani operasii
menyatakani pendapati organi ataui tindakani yangi akani diambil.i Resolusii Dewani
Keamanani PBBi (Unitedi Nationsi Securityi Councili Resolution)i adalahi resolusii PBBi
yangi ditetapkani lewati pemungutani suarai olehi limai anggotai tetapi dani sepuluhi
anggotai tidaki tetapi darii Dewani Keamanani PBB.i Dalami pasali 27i Piagami PBBi
menetapkani bahwai konsepi resolusii padai non-prosedurali jikai hali itui diadopsii
sembilani ataui lebihi darii limai belasi anggotai Dewani Keamanani untuki memilihi
resolusii sertai jikai tidaki dipergunakannyai haki tolaki olehi salahi satui darii limai anggotai
tetap.i Resolusii dianggapi sebagaii tindakani yangi mempunyaii kekuatani morali dani
politisi yangi padai hakikatnyai tidaki mempunyaii kekuatani mengikati tetapii lebihi
bersifati rekomendatif.

B. Penerapani Sanksii Dalami Penyalahgunaani Penggunaani Senjatai Nuklir
Bagii negara-negarai yangi tergabungi sebagaii anggotai Badani Tenagai Atomi Internasionali

(Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA)i yangi melakukani pelanggarani dani

29 “Perserikatan Bangsa Bangsa Pbb | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” 4, accessed August 24,
2023, https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.
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penyalahgunaani tenagai nukliri makai akani dikenaii sanksii menuruti ketentuani hukumi
internasional.i Negara-negarai yangi didugai melakukani pelanggarani dani penyalahgunaani
tenagai nukliri akani dilakukani pemeriksaani olehi Badani Tenagai Atomi Internasionali
(Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA)i dani apabilai selamai pemeriksaani tersebuti
diperolehi bukti-buktii dani keterangani yangi mengarahi kepadai pelanggarani dalami hali
tenagai nukliri olehi negarai yangi sedangi diperiksai tersebut,i makai Badani Tenagai Atomi
Internasionali (Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA)i akani melaporkannyai kepadai
Dewani Keamanani (DK)i Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB).30

Apabilai melaluii perundingani yangi dilakukani olehi Dewani Keamanani (DK)i
Perserikatani BangsaBangsai (PBB)i dengani negarai yangi bersangkutani tidaki mendapatkani
hasili yangi diinginkani olehi Dewani Keamanani (DK)i Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB)

Sertai sesuaii dengani ketentuani yangi berlakui bagii anggotai Badani Tenagai Atomi
Internasionali (Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA)i makai akani dikenaii sanksii
berupai resolusii Dewani Keamanani (DK)i Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB)i berdasarkani
laporani dani bukti-buktii sertai keterangani yangi diberikani olehi Badani Tenagai Atomi
Internasionali (Internationali Atomici Energyi Agency/IAEA).

Bentuki sanksii hukumi internasionali dapati dibagii tiga,i yaitui i i sanksii diplomatik,i
sanksii ekonomii dani sanksii militer.i Sanksii yangi palingi lunaki yaitui sanksii diplomatiki
bisai berupai penurunani sampaii i i pemutusani i i hubungani diplomatik,i misalnyai penurunani
derajati hubungani diplomatiki darii Kedutaani Besari menjadii Konsulat,i penarikani Dutai
Besar,i bisai jugai dengani penugasani chargei d’affairsi untuki menggantikani Dutai Besar.i
Sanksii ekonomii mencakupi embargoi perdagangani ataui pemboikotan,i pembekuani aset,i
pelarangani transferi tunai,i pelarangani pengirimani teknologii dani traveli
warning.10Sedangkan,i sanksii militeri merupakani sanksii yangi palingi berat,i yaknii dalami
bentuki intervensii militer,i misalnyai invasii ataui agresii militer.31

Jikai merujuki padai piagami PBB,i kewenangani Dewani Keamanani dalami menjatuhkansi
anksii telahi diaturi dalami Pasali 39i Piagami PBBi yangi menunjukani bahwai sanksii dapati
dijatuhkani dalami permasalahan-permasalahani yangi mengancami keamanani dani
perdamaiani dunia.i Bentuki sanksi-sanksii yangi dapati dijatuhkani tersebuti adalahi sanksii
non-militeri dani sanksii militer.i Olehi karenai semakini kompleksnyai suatui masalahi
internasional,i bentuki sanksii non-militeri yangi merujuki padai Pasali 41i Piagami PBBi
tersebuti mengalamii berbagaii perluasani interpretasii sehinggai istilahi “smarti sanctions”i
seringi digunakani untuki menyebuti sanksi-sanksii non-militeri yangi mengalamii perluasani
tersebut.i

Berdasarkani Pasali 41i Piagami PBB,i negarai yangi menggunakani nukliri sebagaii
ancamani dapati dikenakani sanksii diplomatiki dalami bentuki pemutusani hubungani
diplomatiki dani sanksii ekonomii dalami bentuki embargo.i Apabilai dirasai keduai sanksii
tersebuti belumi cukupi untuki menyelesaikani masalah,i makai berdasarkani Pasali 42i Piagami

31 “Repertory of Practice of United Nations Organs — Codification Division Publications,” 12, accessed August 24,
2023, https://legal.un.org/repertory/art42.shtml..

30 Ibid, Roberto Phispal, Hlm 127
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PBBi sanksii militeri dalami bentuki invasii ataui agresii militeri dapati diterapkani kepadai
negarai yangi melakukani ancamani dengani senjatai nuklir.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Keberadaan legislasi internasional yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga
Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang telah mendorong
percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang aplikasi dewasa
ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Untuk kepatuhan terhadap
instrumen internasional, standar keselamatan, keamanan nuklir dan persyaratan
safeguards sangat penting dalam membangun program pemanfaatan nuklir yang
bertanggung jawab. Peraturan perundang-undangan adalah mencakup: pembentukan
badan regulator independen yang berwenang pada sistem perizinan, inspeksi dan
penegakan hukum dan termasuk semua subjek hukum nuklir, yaitu proteksi radiasi, bahan
radioaktif dan sumber radiasi, keamanan instalasi nuklir, kesiapsiagaan kedaruratan dan
tanggap darurat, pertambangan dan penggilingan, transportasi, limbah radioaktif dan
bahan bakar bekas, pertanggungjawaban kerugian dan kompensasi, proteksi, kontrol
ekspor dan impor, dan proteksi fisik.

2. Kemudian terkait penerapan sanksi dapat atau penyalagunaan dapat melalui perundingan
yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan
negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Dewan
Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy
Agency/IAEA) maka akan dikenai sanksi berupa resolusi Dewan Keamanan (DK)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan laporan dan bukti- bukti serta keterangan
yang diberikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy
Agency/IAEA).

B. Saran
1. Seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA)

melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir tersebut
serta penggunaannya untuk kepentingan damai. Selain itu negara-negara anggota melalui
badan tenaga atom nasional di masing-masing negara perlu melakukan penyuluhan dan
pengenalan lebih jauh kepada masyarakatnya mengenai tenaga nuklir serta manfaatnya,
agar supaya masyarakat dapat mengerti bahwa tenaga nuklir bukan hanya dipergunakan
untuk membuat senjata saja melainkan dapat juga digunakan di berbagai bidang kegiatan
positif yang lebih menguntungkan masyarakat internasional. Dalam hal peraturan hukum
internasional yang mengatur mengenai pemanfaatan dan penggunaan tenaga nuklir
seharusnya lebih diperkenalkan lagi oleh pemerintah di masing-masing negara kepada
masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat internasional mengetahui bahwa ada
jaminan hukum Internasional dibalik penggunaan tenaga nuklir tersebut.

2. Dikarenakan besarnya potensi timbulnya dampak akibat penyalahgunaan tenaga nuklir,
ada baiknya bagi negara-negara yang menggunakan nuklir sebagai alternatif modern yang
sangat menguntungkan, Agar lebih memperhatikan lagi prosedur- prosedur keamanan
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dalam pemanfaatan dan penggunaan tenaga nuklir agar potensi kecelakan dalam
penggunaan tenaga nuklir bisa dihindari.
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